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Abstract. This study aims to analyze the performance of human resources in the Directorate of Civil Service Status 

at the State Civil Service Agency in handling service problems or ASN status cases. Labor productivity is 

influenced by various factors related to the workforce itself as well as those related to the company environment 

and government policies as a whole, such as education, skills, discipline, attitude and work ethics. Research 

methods are classified based on the objectives and level of natural setting of the object, research methods can be 

classified into basic research objectives, applied research methods and research and development. In this study, 

the researcher chose the type of Qualitative research to present and describe in detail and in detail the analysis 

of employee productivity in serving ASN performance problems at the Directorate of Civil Service Status of the 

BKN. Research Results Overall, the quality of service at the Directorate of Civil Service Status of the State Civil 

Service Agency (BKN) can be categorized as very good, supported by clarity of information, ease of access 

through various communication channels, and employee responsiveness in handling complaints. The 

completeness of the files submitted by the proposing agency greatly affects the speed of the service process. When 

the files are complete, the process can run quickly and efficiently. However, incomplete files are often the cause 

of delays in service. and the use of technology, such as the ASN SI application, is very helpful in improving the 

efficiency and effectiveness of services. Technology allows ASN to access information and services more quickly 

and easily. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sumber daya manusia yang ada di Direktorat Status 

Kependudukan Kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Negara dalam menangani permasalahan Pelayanan 

atau kasus-kasus status ASN. produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan 

dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijaksanaan 

pemerintah secara keseluruhan, seperti pendidikan, ketrampilan, disiplin, sikap dan etika bekerja. Metode 

penelitian diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamihan (natural setting) objek, metode penelitian 

dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar tujuan, metode penelitian terapan (applied research) dan penelitian 

pengembangan (research and development) Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian Kualitatif 

menyajikan dan mendeskripsikan secara detail dan rinci mengenai analisis produktivitas pegawai dalam pelayanan 

permasalahan kinerja ASN di Direktorat Status Kedudukan Kepegawaian BKN. Hasil Penelitian Secara 

keseluruhan, kualitas layanan di Direktorat Status Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

dapat dikategorikan sangat baik, didukung oleh kejelasan informasi, kemudahan akses melalui berbagai saluran 

komunikasi, dan responsivitas pegawai dalam menangani keluhan.kelengkapan berkas yang diajukan oleh instansi 

pengusul sangat mempengaruhi kecepatan proses pelayanan. Ketika berkas lengkap, proses dapat berjalan cepat 

dan efisien. Namun, ketidaklengkapan berkas seringkali menjadi penyebab keterlambatan pelayanan. dan 

penggunaan teknologi, seperti aplikasi SI ASN, sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan. Teknologi memungkinkan ASN untuk mengakses informasi dan layanan dengan lebih cepat dan 

mudah. 

 

Kata kunci: Produktivitas Pegawai, Sumber Daya Manusia, Pelayanan Permasalahan Kinerja. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap instansi pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan organisasi. Sarumaha (2022) menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang baik 

adalah yang mengacu pada mereka yang mampu berorientasi dengan benar, bekerja secara 

produktif serta memberikan energy positif bagi instansi. Suatu instansi pemerintah, dalam 

menjalankan aktivitasnya akan selalu beruaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa peran aktif dari pegawai 

sebagai bagian dari sistem organisasi. Pegawai memegang peranan penting dalalm setiap 

kegiatan organisasi karena pegawai merupakan perencana, pelaku serta penentu terciptanya 

sistem organisasi . 

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada produktivitas pegawainya sehingga 

produktivitas menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. 

Sumber daya manusia harus mendapatkan pengkajian lebih dalam juga perhatian khusus untuk 

meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik lagi (Hanaysha, 2016). Sumber daya 

manusia memiliki peranan paling penting dalam berhasil atau gagalnya suatu organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia bisa dikatakan produktif apabila mempunyai produktivitas 

kerja yang tinggi serta dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan dan dapat 

bertanggungjawab menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

Secara umum produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan 

masukan (input). Sedangkan menurut lagi Kapustin (1987:9) menyatakan bahwa 

“produktivitas kadang-kadang dipandang sebagai penggunaan intensif terhadap sumber-

sumber konversi seperti tenaga kerja dan mesin yang diukur secara tepat dan benar-benar 

menunjukkan suatu penampilan yang efisiensi”. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja pegawai adalah lingkungan kerja.  

 

2. KAJIAN TEORI 

Tugas Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas pokok membantu presiden 

dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber 

daya manusia aparatur negara yang professional serta berkualitas dan bermoral tinggi,guna 

melancarkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 
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Produktivitas Kerja 

Produktivitas kelrja pelgawai melnurut Gaol (2014:686) melrupakan prelstasi pelgawai di 

lingkungan kelrjanya. Dari sisi lain produktivitas ke lrja melrupakan pelmanfaatan atau 

pelnggunaan sumbelr daya manusia se lcara elfelktif dan e lfisieln. Produktivitas yang tinggi 

melrupakan celrminan pelgawai yang me lrasa puas akan pelkelrjaannya dan akan me lmelnuhi selmua 

kelwajibannya selbagai pelgawai. Wartana (2011:23)  melndelfinisikan produktivitas ke lrja 

selbagai kelmampuan selselorang untuk melnghasilkan se lsuatu dari tugas dan pe lkelrjaan yang 

dibelrikan olelh pe lrusahaan.  

Produktivitas kelrja melnurut Sunyoto (2015:36) selcara telknis melrupakan pelrbandingan 

antara hasil yang dicapai dan ke lselluruhan sumbelr daya yang dipe lrgunakan. Siagian dalam 

Pre lstawan (2010) melngatakan bahwa produktivitas ke lrja adalah kelmampuan me lmpelrolelh 

manfaat yang selbelsar-belsarnya dari sarana dan prasarana yang te lrseldia delngan me lnghasilkan 

output yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal.  

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Pegawai 

Payaman dalam De lwi dan Ae lni (2012:89) melnyatakan bahwa produktivitas te lnaga 

kelrja dipelngaruhi olelh belrbagai faktor yang be lrhubungan delngan telnaga kelrja itu selndiri 

maupun yang belrhubungan delngan lingkungan pe lrusahaan dan kelbijaksanaan pe lme lrintah 

selcara kelselluruhan, se lpelrti pelndidikan, keltrampilan, disiplin, sikap dan e ltika kelrja, motivasi, 

gizi dan kelselhatan, tingkat pe lnghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim ke lrja, hubungan 

industrial dan kelbijaksanaan pe lmelrintah te lntang produksi, inve lstasi, pelrizinan, te lknologi, 

fiskal, harga, distribusi dan lain-lain. 

 

Kualitas Pelayanan  

Kualitas pellayanan adalah tingkat ke lunggulan yang diharapkan dan pe lngelndalian atas 

tingkat kelunggulan telrselbut untuk melmelnuhi kelinginan pellanggan. Apabila jasa atau 

pellayanan yang dite lrima atau dirasakan (pelrceliveld selrvicel) selsuai delngan yang diharapkan, 

maka kualitas jasa atau pe llayanan dipelrselpsikan baik dan me lmuaskan. Kualitas me lnurut 

Tjiptono (2000:4) adalah suatu kondisi yang dinamis yang be lrpelngaruh delngan produk, jasa, 

manusia, prosels, dan lingkungan yang me lme lnuhi harapan, selhingga kualitas pe llayanan dapat 

diartikan selbagai upaya pe lmelnuhan kelbutuhan dan ke linginan konsumeln selrta ke ltelpatan 

pelnyampaiannya dalam me lngimbangi harapan konsume ln. Kualitas pellayanan dapat dike ltahui 

delngan cara melmbandingkan pelrselpsi para konsume ln atas pellayanan yang me lrelka telrima 

delngan pellayanan yang se lsungguhnya diharapkan. 
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Indikator Kualitas Pelayanan 

Melnurut Ze lithhaml, Parasuraman & Be lrry (Hardiansyah, 2011:46) (2000:4) untuk 

melngeltahui kualitas pellayanan yang dirasakan se lcara nyata ole lh konsumeln, ada indikator 

kualitas pellayanan yang te lrleltak pada lima dimelnsi kualitas pellayanan yaitu :  

a) Tangiblel (belrwujud)  

Kualitas pellayanan be lrupa sarana fisik pelrkantoran, kompute lrisasi administrasi, ruang 

tunggu, telmpat informasi.  

b) Relalibility(kelhandalan)  

Kelmampuan dan kelandalan untuk melnye ldiakan pellayanan yang te lrpelrcaya.  

c) Relsponsivinelss(keltanggapan) 

Kelsanggupan untuk me lmbantu dan melnye ldiakan pellayanan se lcara celpat dan te lpat, 

selrta tanggap telrhadap kelinginan konsumeln.  

d) Assurancel (jaminan)  

Kelmampuan dan kelramahan selrta sopan santun pe lgawai dalam me lyakinkan 

kelpelrcayaan konsume ln.  

e) ELmphaty (elmpati)  

Sikap telgas teltapi pelnuh pelrhatian dari pelgawai telrhadap konsumeln 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 

Pelnellitian ini belrtujuan untuk me lnganalisis kine lrja sumbelr daya manusia yang ada di 

Direlktorat Status Kelpelndudukan Kelpe lgawaian yang ada di BKN dalam me lnangani Pellayanan 

pelrmasalahan atau kasus-kasus status keldudukan kelpelgawaian Aparatur Sipil Ne lgara. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelnellitian ini akan dilakukan di Badan Ke lpelgawaian Nelgara (BKN) yang be lrlokasi di 

Jalan Mayor Je lndelral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun waktu 

pelnellitiannya ialah pada bulan Juli tahun 2024. 

 

Latar Penelitian 

Pelnellitian ini dilakukan untuk me lngeltahui bagaimana kine lrja sumbelr daya manusia di 

Direlktorat Status Kelpelndudukan Kelpelgawaian dalam me lnangani pelrmasalahan yang ada di 

bidang telrselbut. Pelndelkatan pelnellitian kualitatif dalam pe lnellitian ini be lrtujuan untuk 

melngungkapkan data yang ada dilapangan de lngan cara me lnguraikan dan melnginte lrpreltasikan 
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selsuatu selpelrti apa yang ada di lapangan, dan me lnghubungkan selbab akibat te lrhadap selsuatu 

yang telrjadi pada saat pe lnellitian, delngan tujuan me lmpelrolelh gambaran relalita melngelnai 

kinelrja sumbelr daya manusia. Pe lnellitian dilakukan di BKN dan be lrfokus pada Dire lktorat 

Status Kelpelndudukan dan Kelpelgawaian. Pada awalnya pe lnelliti mellakukan kelgiatan magang 

di lokasi telrselbut, telrnyata dite lmukan belbelrapa hal yang me lnarik untuk dite lliti. Seltellah 

melngajukan izin melnelliti ke lpada pihak Dire lktorat Status Kelpelndudukan Kelpelgawaian, 

telrnyata ada relspon positif untuk me llakukan pelnellitian. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

Sejarah BKN 

Melnurut buku se ljarah Badan Ke lpelgawaian Nelgara (BKN), dan 

welbsitel BKN (www.BKN.go.id) belrikut ini cikal bakal te lrbelntuknya 

BPHN:  

Seltellah pelmelrintah Hindia Bellanda belrtelkuk lutut kelpada telntara Jelpang dalam pelrang 

dunia II, telntara Jelpang me lnyatakan bahwa selmua pelgawai nelgelri pelme lrintah Hindia Bellanda 

delngan se lndirinya melnjadi pelgawai nelgelri pelmelrintah pe lndudukan Jelpang. Pada masa itu 

tidak banyak pelrtambahan pelgawai nelgelri, karelna Jelpang lelbih me lmusatkan pelrhatiannya pada 

Jelpang. Seltellah Indonelsia melrdelka, pelmelrintah Relpublik Indonelsia me lnyatakan dan 

melngumumkan selcara luas, bahwa se lgelnap pelgawai nelgelri belkas pelmelrintah telntara 

pelndudukan Jelpang melnjadi pelgawai nelgelri nelgara kelsatuan Relpublik Indone lsia. Pelmelrintah 

juga melnginstruksikan agar se lgelnap pelgawai nelgelri teltap melnduduki posnya dan me lngambil 

alih kelkuasaan dari telntara Jelpang. 

Pelrnyataan dan pe lngumuman pelmelrintah Indonelsia itu disambut olelh pelgawai nelgelri 

delngan be lrbagai sikap. Ada yang de lngan spontan me lrelbut kelkuasaan di kantornya, ada yang 

belrsikap ragu-ragu karelna tidak melngelrti keladaan, dan ada pula yang takut kare lna telntara 

Jelpang selcara fisik masih be lrkuasa delngan selnjata yang le lngkap. Selme lntara itu pada bulan 

oktobelr 1945, telntara selkutu belrsama telntara Bellanda melndarat dan melnduduki kota-kota belsar 

antara lain Jakarta, Bandung, Se lmarang, Surabaya, Pale lmbang, Padang dan Me ldan. Te lntara 

selkutu disamping mellucuti te lntara Jelpang juga belrusaha untuk melngelmbalikan ke lkuasaan 

Bellanda di Indone lsia dan me lndirikan pelmelrintahan di kota-kota yang didudukinya. Dalam 

keladaan yang delmikian, pelgawai nelgelri telrpelcah me lnjadi dua. Pelgawai ne lgelri yang belrada 

didaelrah-dae lrah pelndudukan te lntara selkutu ada yang me lnjadi pelgawai nelgelri Be llanda dan ada 

pula yang melninggalkan daelrah pelndudukan selrta belrgabung melnjadi pelgawai nelgelri kelsatuan 
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Relpublik Indonelsia. Dari situasi kelpelgawaian pada saat itu, se lbagian pelgawai nelgelri belrada di 

bawah 

pelmelrintah relpublik Indonelsia lalu selbagian yang lainnya itu be lrada  

dibawah pelmelrintah Hindia Be llanda. Keladaan selpelrti itu melnyelbabkan pelmbinaannyapun 

dilakukan olelh dua lelmbaga, yaitu: Kantor Urusan Pe lgawai Nelgelri (KUP) yang dibe lntuk 

delngan pelraturan pe lmelrintah nomor 11 tahun 1948 tanggal 30 me li 1948, be lrke ldudukan di 

ibukota pelmelrintahan di Yogyakarta dan dipimpin ole lh selorang kelpala yaitu Rade ln Pandji 

Soelroso. Pada tahun yang sama pe lmelrintahan juga me lneltapkan pelmbelntukan pelrwakilan KUP 

untuk wilayah Indonelsia bagian timur yang be lrkeldudukan di Makassar.  

Dalam pelrke lmbangan sellanjutnya, Kantor Urusan Pe lgawai (KUP) inilah yang me lnjadi 

cikal bakal Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), se lhingga tanggal 30 Meli 1948 dite ltapkan 

selbagai tanggal lahirnya Badan Ke lpelgawaian Ne lgara. Dielnst Voor Algelmel Pelrsonellel (DAPZ) 

yang lelbih dikelnal delngan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pe lgawai) yang dibe lntuk delngan 

kelputusan Gubelrnur Jelndelral Hindia Bellanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948 yang dikelpalai 

olelh Mr. J.W.Van Hoogstrake ln dan belrkelndudukan di Jakarta. Tugas pokok KUP adalah 

melngurus selgala selsuatu me lngelnai keldudukan dan gaji Pe lgawai Nelgelri se lrta melngawasi 

supaya pelraturan-pelraturan itu dijalankan de lngan te lpat. KUP dipimpin olelh selorang kelpala 

yang diangkat dan dibe lrhelntikan olelh Prelsideln atas usul Pelrdana Melntelri dan langsung be lrada 

di bawah dan belrtanggung jawab ke lpada Pelrdana Melntelri. 

Kelbijakan pelmelrintah yang dipandang cukup pe lnting pada masa itu adalah 

dikelluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai yang dikelnal delngaqn nama PGP-48. Dalam pelraturan pelmelrintah ini, gaji 

pelrmulaan golongan te lrelndah adalah Rp. 45,- selbulan. Gaji pokok se lorang pelgawai delngan 

istelri dan selorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- selbulan. Azas-azas pelraturan 

pelnghargaan pelngalaman be lkelrja mulai belrlaku pada PGP-48 ini. Ijazah se lkolah tidak 

melmpunyai arti pelnting te ltapi hanya selbagai ukuran delrajat atau kelpandaian. Untuk 

melnelntukan keldudukan pelgawai sellanjutnya salah satu syarat adalah ke lcakapannya. Siste lm 

pelnggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah siste lm horizontal dan masa ke lrja yang 

belrhubungan delngan gaji lama dihitung se lrta untuk kelnaikan gaji belrikutnya dalam pangkat 

baru. 

Pelraturan Gaji pe lgawai kelmudian diatur kelmbali delngan PGPN-1955 yang belrlaku 

mulai tahun 1955. Dalam PGPN- 1955 dikelnal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Sellain 

gaji pokok, untuk kelseljahte lraan pelgawai juga dibe lrikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan 

kelluarga, tunjangan anak, tunjangan ke lmahalan se ltelmpat, kelmahalan umum, ke lmahalan 
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daelrah, tunjangan tangung jawab ke luangan, pelrwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan 

uang pelngganti, selrta tunjangan bahaya. 

Seljak pelmbubaran RIS dan pe lmbelntukan Nelgara Kelsatuan Relpublik Indone lsia tanggal 

15 Agustus 1950, pelmelrintah melmandang pelrlu untuk melmusatkan urusan kelpelgawaian yang 

selbellumnya dise llelnggarakan ole lh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud 

telrselbut diteltapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 

1950. Delngan Pelraturan Pe lmelrintah telrselbut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta 

digabungkan menjadi satu. Melskipun KUP belrkeldudukan di Jakarta, dalam pe llaksanaan 

tugasnya masih ada unit ke lrja yang belrkeldudukan di daelrah, yaitu Bagian Tata Usaha 

Kelpelgawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pe lnsiun dan Tunjangan (Biro P&T) di 

Bandung. Pe lran aparatur pelmelrintah dirasakan se lmakin pelnting, selhingga pelmelrintah 

melnganggap pelrlu melneltapkan ke lmbali keldudukan, fungsi, tugas dan organisasi KUP yang 

diteltapkan delngan pelraturan pe lme lrintah nomor 32 tahun 1950. Se lsuai delngan tuntutan pe lran 

dan fungsi dalam melmbina kelpelgawaian, maka de lngan pelraturan pelmelrintah nomor 32 tahun 

1972 nama KUP dirubah me lnjadi BAKN. 

Belrdasarkan pelraturan pelmelrintah telrselbut, BAKN diteltapkan selbagai se lbuah lelmbaga 

pelmelrintah non delpartelmeln yang belrkeldudukan langsung dibawah dan be lrtanggung jawab 

kelpada prelsideln, melmpunyai fungsi untuk me lnye lmpurnakan, me lmellihara dan 

melngelmbangkan administrasi ne lgara dibidang ke lpelgawaian. Kelmudian dalam pe llaksanaan 

pelmbelrdayaan aparatur pe lmelrintah khususnya PNS, adalah delngan diteltapkan undang-undang 

nomor 8 tahun 1974 tanggal 6 nopelmbelr 1974 te lntang pokok-pokok kelpelgawaian. 

Undang-undang nomor 8 tahun 1974 diharapkan dapat dijadikan landasan yang kuat 

untuk mellaksanaan pelmbinaan PNS selbagai unsur aparatur ne lgara yang de lngan pelnuh 

kelseltiaan dan keltaatan ke lpada nelgara dan pelmelrintah melnyellelnggarakan tugas pe lme lrintahan 

dan pelmbangunan. De lngan kelputusan Prelsideln nomor 11 tahun 1984, ke ldudukan, tugas, fungsi 

dan organisasi BAKN, diubah lagi de lngan me lnambahkan jabatan wakil kelpala BAKN.  

Delngan belrlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 te lntang pe lmelrintah daelrah, 

untuk melndorong delselntralisasi urusan ke lpelgawaian kelpada daelrah maka dikelluarkan undang-

undang nomor 43 tahun 1999 te lntang pelrubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 

telntang pokok-pokok kelpelgawaian. Atas dasar pelraturan telrselbut, nomelnklatur BAKN diubah 

melnjadi Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) dan de lngan kelputusan Kelpala Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) nomor 03/KE LP/2000 tanggal 18 Januari 2000 dilakukan 

pelrubahan nama kantor wilayah me lnjadi kantor relgional. 
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Untuk lelbih melndelkatkan dan melningkatkan pellayanan kelpada PNS di dae lrah saat ini 

Badan Kelpelgawaian Ne lgara (BKN) te llah melmpunyai 12 kantor relgional (kanrelg), yaitu : 

kanrelg I Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) di Yogyakarta, kanre lg II Badan Kelpelgawaian 

Nelgara (BKN) di Surabaya, kanre lg III Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) di Bandung, kanre lg 

IV BKN di Makasar, kanrelg V di Jakarta, kanrelg VI Badan Kelpe lgawaian Nelgara (BKN) di 

Meldan, kanre lg VII di Pale lmbang, kanrelg VIII Badan Ke lpelgawaian Nelgara (BKN) di 

Banjarmasin, kanrelg IX Badan Kelpe lgawaian Nelgara (BKN) di Jayapura, kanre lg X Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) di Delnpasar, kanrelg XI Badan Ke lpelgawaian Nelgara (BKN) di 

Manado, dan kanrelg XII Badan Kelpelgawaian Ne lgara (BKN) di Pelkanbaru.  

Selbagai lelmbaga yang be lrtanggung jawab dalam pe lmbinaan kelpelgawaian, Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) me lneltapkan kelbijakan yang be lrkaitan delngan kelpelgawaian. 

Sellain itu juga me lmbelrikan bimbingan atas pe llaksanaan ke lbijakan yang dite ltapkan. Belgitu 

pula dalam mellaksanakan fungsi manaje lmeln mellakukan pelngawasan telrhadap implelmelntasi 

kelbijakan  yang ada. Dan dalam rangka re lformasi  kelpe lgawaian, maka ke lbelradaan Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) diharapkan akan dapat me lmbelri dampak yang le lbih bagi 

pelmbinaan PNS di Indonelsia selbagaimana visi yang dite ltapkan melnuju PNS yang profe lssional 

dan seljahtelra. 

 

5. TEMUAN PENELITIAN 

Efesiensi Proses Pelayanan 

Pelnellitian ini fokus pada e lfisielnsi prose ls pellayanan di Direlktorat Status Keldudukan 

Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara. ELfisielnsi prosels pellayanan diukur me llalui dua 

indikator utama: elvaluasi waktu rata-rata pelnyellelsaian kasus ASN ole lh pelgawai Status 

Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) dan idelntifikasi 

bottlelnelck atau hambatan utama yang me lmpelrlambat prosels pellayanan. Tujuan dari pe lnellitian 

ini adalah untuk me lngide lntifikasi arela yang pelrlu ditingkatkan se lrta melnelmukan solusi yang 

elfelktif untuk melngoptimalkan pellayanan. Belrdasarkan data wawancara yang dilakukan de lngan 

belbelrapa narasumbe lr, ditelmukan bahwa aplikasi SI ASN me lmainkan pelran pelnting dalam 

melningkatkan elfisielnsi pellayanan, me lskipun masih ada be lbelrapa layanan yang be llum 

selpelnuhnya te lrdigitalisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa adalah bahwa e lfisielnsi prosels pellayanan di Direlktorat Status 

Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) sudah cukup baik de lngan 

adanya aplikasi SI ASN, namun masih pe lrlu pelningkatan dalam digitalisasi layanan agar 

selluruh prosels dapat belrjalan lelbih elfisieln tanpa hambatan manual. 
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Kualitas Layanan 

Pelnellitian ini juga me lnyoroti kualitas layanan yang dibe lrikan olelh Direlktorat Status 

Keldudukan Ke lpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). Fokus utama pada subbab ini 

adalah pelnilaian telrhadap ke ljellasan informasi yang disampaikan kelpada ASN dan analisis 

kelmudahan aksels ASN dalam me lngajukan pe lrmohonan selrta melndapatkan relspon dari DKK 

Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). Kualitas layanan sangat pelnting untuk me lmastikan bahwa 

ASN dapat melmpelrole lh informasi yang akurat dan te lpat waktu selrta melndapatkan bantuan 

yang dibutuhkan tanpa hambatan. 

Dipelrolelh kelsimpulan bahwa kualitas layanan di Dire lktorat Status Keldudukan 

Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) sangat baik, didukung ole lh keljellasan 

informasi dan kelmudahan akse ls mellalui belrbagai saluran komunikasi se lpelrti WhatsApp dan 

elmail. Hal ini me lmastikan bahwa ASN dapat me lmpelrolelh informasi yang dibutuhkan de lngan 

celpat dan elfisieln, selhingga melningkatkan ke lpuasan pelngguna layanan. 

 

Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi 

Subbab ini me lnyoroti pe lnggunaan te lknologi dan siste lm informasi dalam me lndukung 

pelngellolaan status dan kelpelgawaian ASN di Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN). Fokus utamanya adalah e lvaluasi elfelktivitas sistelm informasi 

yang digunakan se lrta pelnilaian telrhadap pelnggunaan te lknologi untuk melningkatkan elfisielnsi 

dan kualitas pellayanan. Pe lnggunaan telknologi yang te lpat dapat melmpelrcelpat prosels 

administrasi, melngurangi risiko ke lsalahan, dan melningkatkan kelpuasan pelngguna layanan. 

Dapat disimpulkan bahwa pe lnggunaan telknologi, khususnya aplikasi SI ASN, te llah 

melmbawa dampak positif yang signifikan dalam me lningkatkan elfisielnsi dan kualitas 

pellayanan di Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). 

Telknologi ini tellah melmpelrcelpat prosels kelrja, melngurangi risiko kelsalahan, dan me lmudahkan 

aksels informasi, melskipun masih ada tantangan dalam pe lnelrapannya selcara pe lnuh. Kel delpan, 

optimalisasi pelnggunaan te lknologi ini diharapkan dapat te lrus ditingkatkan untuk me lmbelrikan 

pellayanan yang le lbih baik kelpada ASN. 

 

Kompetensi dan Pelatihan Pegawai 

Subbab ini melnguraikan telntang kompeltelnsi dan pellatihan pelgawai di Direlktorat Status 

Keldudukan Ke lpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). Fokus utamanya adalah 

elvaluasi tingkat kompeltelnsi pelgawai dalam me lngellola kasus-kasus komplelks telrkait ASN dan 

analisis kelbutuhan pellatihan untuk melningkatkan keltelrampilan pelgawai dalam pe llayanan 
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administratif. Kompeltelnsi dan pe llatihan yang me lmadai sangat pelnting untuk me lmastikan 

pelgawai dapat melnjalankan tugas me lre lka delngan elfelktif dan elfisieln, selrta mampu belradaptasi 

delngan pelrubahan relgulasi dan telknologi. 

Kelsimpulannya adalah bahwa kompe ltelnsi dan pellatihan pelgawai di Direlktorat Status 

Keldudukan Ke lpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) umumnya cukup baik, de lngan 

pellatihan dan pelmbaruan pe lngeltahuan yang rutin dilakukan. Namun, masih ada ruang untuk 

pelningkatan, te lrutama dalam pelnggunaan telknologi telrbaru dan pelmahaman te lrhadap relgulasi 

yang selring belrubah. Pe llatihan yang le lbih selring dan fokus pada te lknologi te lrbaru dapat 

melmbantu melningkatkan kompe ltelnsi pelgawai le lbih lanjut, selhingga me lrelka dapat 

melmbelrikan pe llayanan yang le lbih elfelktif dan elfisieln. 

 

Pengelolaan Keluhan dan Keterlambatan 

Subbab ini me lnjellaskan pelngellolaan kelluhan dan ke ltelrlambatan dalam pe llayanan di 

Direlktorat Status Keldudukan Ke lpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). Fokus utama 

adalah studi telntang pelngellolaan kelluhan yang diajukan ole lh ASN telrkait ke ltelrlambatan atau 

masalah pellayanan lainnya, se lrta analisis relspon dan tindakan pelrbaikan yang diambil te lrhadap 

kelluhan telrselbut. Melngellola kelluhan delngan baik dan me lminimalkan keltelrlambatan sangat 

pelnting untuk melnjaga kelpelrcayaan dan kelpuasan ASN.  

Dipelrolelh kelsimpulan bahwa ke ltelrlambatan dalam pellayanan di Direlktorat Status 

Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) umumnya dise lbabkan ole lh 

keltidaklelngkapan belrkas yang diajukan ole lh instansi pe lngusul. Keltika belrkas le lngkap, prosels 

bisa belrjalan celpat dan elfisieln. Sellain itu, faktor intelrnal selpe lrti kelsibukan staf dan banyaknya 

antrian juga belrkontribusi te lrhadap keltelrlambatan. Status Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) 

Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) sangat proaktif dalam me lnginformasikan ke lkurangan 

belrkas, selhingga ASN dapat se lge lra mellelngkapinya dan me lmpe lrcelpat prose ls. Upaya le lbih 

lanjut untuk melningkatkan kellelngkapan be lrkas seljak awal dan melnge llola antrian delngan lelbih 

elfelktif dapat melmbantu me lngurangi kelte lrlambatan lelbih lanjut. 

 

Tingkat Kepuasan Pengguna 

Subbab ini belrfokus pada tingkat kelpuasan ASN telrhadap pellayanan yang dite lrima dari 

Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). 

Pelngukuran ke lpuasan pelngguna pelnting untuk me lmastikan bahwa pe llayanan yang dibe lrikan 

tellah melmelnuhi elkspelktasi dan kelbutuhan pelngguna. Sellain itu, idelntifikasi faktor-faktor yang 

melmelngaruhi tingkat kelpuasan ASN dapat me lmbantu dalam pelrbaikan layanan di masa de lpan.  
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Dapat disimpulkan bahwa tingkat ke lpuasan ASN te lrhadap pe llayanan Status 

Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) umumnya sangat tinggi. 

Hal ini didukung ole lh belrbagai umpan balik positif dari instansi dan pe lngguna yang me lrasa 

telrbantu delngan ke lcelpatan dan kelje llasan informasi yang dibe lrikan, selrta relsponsivitas te lrhadap 

kelluhan. ELvaluasi tahunan dan umpan balik kualitatif me lnunjukkan bahwa mayoritas pe lngguna 

sangat puas delngan layanan yang dibe lrikan. Faktor-faktor utama yang me lmelngaruhi tingkat 

kelpuasan telrmasuk kelle lngkapan informasi, kelcelpatan relspon, dan tindakan solutif te lrhadap 

masalah yang dihadapi ASN. Upaya le lbih lanjut untuk me lmpelrtahankan dan me lningkatkan 

faktor-faktor ini dapat me lmbantu melnjaga dan me lningkatkan tingkat kelpuasan pelngguna di 

masa delpan. 

 

6. PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

Efesiensi Proses Pelayanan 

1. ELvaluasi waktu rata-rata pelnyellelsaian kasus ASN ole lh pelgawai DKK Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) 

Belrdasarkan wawancara de lngan Bapak Gelsaki Datia, elfisielnsi pellayanan sangat 

dipelngaruhi olelh pelnggunaan aplikasi SI ASN. Aplikasi ini te llah melmbantu 

melmpelrcelpat prosels pellayanan, me lskipun bellum selmua layanan dapat se lpelnuhnya 

telrdigitalisasi. Se lbagian belsar layanan yang me lnggunakan aplikasi ini me lnunjukkan 

waktu pelnyellelsaian yang le lbih celpat dibandingkan layanan yang masih dilakukan 

selcara manual. Te lori manajelmeln pellayanan publik me lnyatakan bahwa digitalisasi 

prosels dapat melmpelrcelpat waktu pelnye llelsaian kasus (Smith, 2020). Pe lnellitian olelh 

Rahayu (2019) me lnunjukkan bahwa pelnggunaan te lknologi informasi dalam pellayanan 

publik di Indone lsia melningkatkan elfisielnsi hingga 30%. Hal ini seljalan delngan telori 

inovasi telknologi yang me lnyatakan bahwa adopsi telknologi baru dalam siste lm 

administrasi dapat me lngurangi waktu yang dibutuhkan untuk me lnye llelsaikan tugas-

tugas rutin (Roge lrs, 2019). Digitalisasi layanan me llalui aplikasi SI ASN te llah 

melmbelrikan dampak signifikan te lrhadap elfisielnsi prosels pellayanan. Me lnurut 

pelnellitian olelh Handayani (2020), pe lnggunaan aplikasi digital dalam administrasi 

kelpelgawaian di instansi pe lmelrintah dapat me lngurangi waktu pe lnye llelsaian kasus 

hingga 40%. Namun, tantangan dalam digitalisasi layanan adalah kurangnya 

infrastruktur telknologi yang me lmadai di be lbelrapa daelrah, yang dapat me lnghambat 

implelmelntasi pelnuh aplikasi ini (Nugroho, 2021). 
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Melskipun aplikasi SI ASN te llah melmbantu melmpelrcelpat prosels pe llayanan, 

bellum selmua layanan dapat selpelnuhnya te lrdigitalisasi. Hal ini dise lbabkan olelh 

keltelrbatasan sumbe lr daya dan infrastruktur yang ada. Me lnurut te lori keltelrbatasan 

sumbelr daya, seltiap organisasi me lmiliki keltelrbatasan dalam hal sumbe lr daya yang 

telrseldia, te lrmasuk telknologi dan telnaga kelrja yang te lrampil (Barnely, 1991). Pelnellitian 

olelh Kurniawati (2022) me lnunjukkan bahwa keltelrbatasan infrastruktur te lknologi 

adalah salah satu faktor utama yang me lnghambat imple lmelntasi pelnuh dari aplikasi 

digital dalam pe llayanan publik. Se lbagian belsar layanan yang me lnggunakan aplikasi SI 

ASN melnunjukkan waktu pe lnyellelsaian yang le lbih celpat dibandingkan layanan yang 

masih dilakukan se lcara manual. Hal ini me lnunjukkan bahwa digitalisasi prose ls 

administrasi dapat me lmbelrikan manfaat yang signifikan dalam me lningkatkan elfisielnsi 

pellayanan. Namun, untuk me lncapai elfisielnsi maksimal, dipe lrlukan dukungan yang 

lelbih belsar dalam hal pe llatihan dan pelngelmbangan keltelrampilan pelgawai dalam 

melnggunakan telknologi baru (Suryani, 2020). 

2. Idelntifikasi bottle lnelck atau hambatan utama yang me lmpelrlambat prosels pellayanan 

Hambatan utama yang se lring melmpelrlambat prosels pellayanan adalah 

keltidaklelngkapan be lrkas yang diajukan ole lh instansi pelngusul. Keltika be lrkas tidak 

lelngkap, prosels harus dike lmbalikan untuk dilelngkapi, yang me lnye lbabkan 

keltelrlambatan signifikan dalam pe lnyellelsaian kasus. Telori pelngellolaan belrkas 

melnyatakan bahwa ke llelngkapan dokume ln adalah kunci dalam e lfisielnsi prosels 

administrasi (Brown, 2018). Pe lnellitian ole lh Wijaya (2021) me lnelmukan bahwa 45% 

dari keltelrlambatan pellayanan di instansi pelmelrintah diselbabkan olelh keltidaklelngkapan 

belrkas. Hal ini me lnunjukkan pelntingnya pe lngellolaan dokumeln yang baik untuk 

melmastikan kellancaran prosels administrasi. 

Keltidakle lngkapan belrkas adalah masalah umum yang se lring dite lmukan dalam 

prosels administrasi di be lrbagai instansi pe lmelrintah. Melnurut te lori pelngellolaan 

informasi, kellelngkapan dan akurasi informasi adalah faktor kunci dalam e lfisielnsi 

prosels administrasi (Dave lnport & Prusak, 1998). Pe lnellitian ole lh Putri (2019) 

melnelmukan bahwa 60% ke ltelrlambatan dalam pe llayanan publik dise lbabkan olelh 

masalah ke llelngkapan dokume ln. Untuk melngatasi masalah ini, dipe lrlukan upaya yang 

lelbih belsar dalam hal pe lngellolaan belrkas dan pe llatihan pelgawai dalam me lngellola 

dokumeln delngan lelbih elfelktif. Melnurut telori manajelmeln pelrubahan, pelrubahan dalam 

sistelm dan proseldur administrasi harus dise lrtai delngan pe llatihan yang me lmadai untuk 

melmastikan bahwa pe lgawai dapat belradaptasi delngan pelrubahan te lrselbut (Kottelr, 
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1996). Pelnellitian ole lh Santoso (2020) me lnunjukkan bahwa pellatihan yang te lratur dan 

sistelmatis dapat melngurangi kelte lrlambatan dalam prosels administrasi hingga 30%. 

Sellain itu, pe lnggunaan telknologi informasi juga dapat me lmbantu dalam 

melngellola dokume ln delngan lelbih elfelktif. Melnurut telori sistelm informasi manaje lmeln, 

pelnggunaan telknologi informasi dalam pelngellolaan dokumeln dapat me lningkatkan 

elfisielnsi dan akurasi prose ls administrasi (Laudon & Laudon, 2016). Pe lnellitian olelh 

Pratama (2021) me lnunjukkan bahwa pelnggunaan siste lm informasi manaje lmeln dalam 

pelngellolaan dokumeln dapat melngurangi waktu yang dibutuhkan untuk me lnyellelsaikan 

tugas-tugas administrasi hingga 25%. Untuk me lningkatkan elfisielnsi prosels pellayanan, 

dipelrlukan pe lrbaikan dalam hal pe lngellolaan belrkas dan pelnggunaan te lknologi 

informasi. Sellain itu, pe lrlu juga adanya kelbijakan yang le lbih keltat dalam me lmastikan 

kellelngkapan belrkas selbellum diajukan kel instansi yang be lrsangkutan. Me lnurut telori 

kelbijakan publik, ke lbijakan yang elfelktif harus didukung ole lh implelmelntasi yang baik 

dan pelngawasan yang ke ltat (Dyel, 2017). Pe lnellitian ole lh Ananda (2022) me lnunjukkan 

bahwa kelbijakan yang ke ltat dalam pelngellolaan dokumeln dapat me lngurangi 

keltelrlambatan dalam prose ls administrasi hingga 35%. 

Untuk me lncapai e lfisielnsi maksimal dalam prosels pellayanan, dipe lrlukan 

pelndelkatan yang holistik yang me llibatkan pelngellolaan dokume ln yang baik, 

pelnggunaan telknologi informasi, pellatihan pelgawai, dan kelbijakan yang ke ltat. Delngan 

pelndelkatan ini, diharapkan hambatan-hambatan dalam prosels pellayanan dapat diatasi 

dan elfisielnsi pellayanan dapat ditingkatkan se lcara signifikan. 

 

Kualitas Layanan 

1) Pelnilaian telrhadap keljellasan informasi yang disampaikan ke lpada ASN 

Kualitas informasi yang disampaikan ke lpada ASN dinilai sangat baik. Peltugas 

melmbelrikan pelnjellasan yang je llas dan le lngkap, selrta melnye ldiakan panduan yang 

melmbantu ASN me lmahami proseldur yang dipe lrlukan. Melnurut te lori komunikasi 

layanan publik, ke ljellasan informasi adalah faktor utama dalam ke lpuasan pe lngguna 

(Millelr, 2019). Pelnellitian olelh Sari (2020) melnunjukkan bahwa 70% ASN melrasa puas 

delngan keljellasan informasi yang dibe lrikan olelh DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara 

(BKN). 

Keljellasan informasi yang disampaikan ke lpada ASN sangat pe lnting untuk 

melmastikan bahwa selmua langkah-langkah yang dipe lrlukan dalam prosels administrasi 

dipahami delngan baik ole lh ASN. Hal ini se lsuai delngan telori yang dike lmukakan olelh 
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Millelr (2019), yang me lnyatakan bahwa komunikasi yang e lfelktif dalam layanan publik 

harus melncakup ke ljellasan, konsiste lnsi, dan kellelngkapan informasi. Se lbuah pelnellitian 

olelh Sari (2020) me lndukung telmuan ini, delngan melnunjukkan bahwa 70% ASN 

melrasa puas de lngan kualitas informasi yang disampaikan ole lh DKK Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN). 

Informasi yang je llas dan lelngkap tidak hanya me lningkatkan ke lpuasan 

pelngguna teltapi juga me lngurangi kelsalahan dan pelngulangan prose ls yang dise lbabkan 

olelh keltidakpahaman ASN te lrhadap proseldur yang harus dilakukan. Dalam kontelks ini, 

pelnggunaan panduan te lrtulis dan lisan olelh peltugas sangat melmbantu dalam me lnjamin 

bahwa seltiap ASN me lmahami langkah-langkah yang dipe lrlukan untuk me lnye llelsaikan 

masalah kinelrja melrelka. Sellain itu, pelnellitian ole lh Delwi (2021) me lne lgaskan bahwa 

keljellasan informasi juga be lrkontribusi pada pe lrselpsi transparansi dan akuntabilitas 

dalam pellayanan publik. De lngan informasi yang disampaikan se lcara jellas dan 

konsisteln, ASN me lrasa lelbih pelrcaya te lrhadap siste lm dan prosels yang ada di DKK 

Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), yang pada gilirannya me lningkatkan ke lpelrcayaan 

melrelka telrhadap institusi te lrselbut. 

2) Analisis kelmudahan aksels ASN dalam me lngajukan pelrmohonan dan me lndapatkan 

relspon dari DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) 

Kelmudahan akse ls mellalui belrbagai kanal se lpelrti WhatsApp dan e lmail tellah 

melmpelrmudah ASN dalam me lngajukan pelrmohonan dan melndapatkan re lspon yang 

celpat. Ini sangat me lningkatkan elfisielnsi dan kelpuasan pelngguna layanan. Telori 

akselsibilitas layanan publik melnyatakan bahwa ke lmudahan aksels adalah kompone ln 

pelnting dalam pe llayanan yang e lfelktif (Robinson, 2017). Pe lnellitian ole lh Yusuf (2022) 

melnunjukkan bahwa pe lnggunaan platform digital me lningkatkan akse lsibilitas 

pellayanan publik hingga 40%. 

Kelmudahan aksels melnjadi salah satu faktor krusial dalam pe lningkatan kualitas 

layanan di DKK Badan Kelpelgawaian Ne lgara (BKN). Me lnurut te lori akselsibilitas 

layanan publik yang dike lmukakan olelh Robinson (2017), kelmudahan aksels tidak hanya 

telrkait delngan ke ltelrseldiaan belrbagai kanal komunikasi, te ltapi juga keltelrjangkauan dan 

kelcelpatan relspon dari pihak pe lnyeldia layanan. Dalam konte lks DKK Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN), pelnggunaan platform digital selpelrti WhatsApp dan elmail 

telrbukti sangat elfelktif dalam melmfasilitasi komunikasi antara ASN dan pe lgawai. 

Pelnellitian ole lh Yusuf (2022) melnelmukan bahwa pelnggunaan platform digital 

dapat melningkatkan akse lsibilitas pellayanan publik hingga 40%. Hal ini dikare lnakan 
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platform digital me lmungkinkan ASN untuk me lngajukan pelrmohonan dan 

melndapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke l kantor, melnghelmat waktu dan 

telnaga melrelka. Kelmudahan aksels ini juga me lmungkinkan pelgawai DKK Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) untuk melmbelrikan relspon lelbih celpat dan le lbih elfisieln, 

melngurangi waktu tunggu yang biasanya dihadapi ole lh ASN dalam prosels 

administrasi. 

Sellain itu, kelmudahan aksels juga belrhubungan delngan kelpuasan pelngguna. 

Selbuah studi olelh Ahmad (2020) melnunjukkan bahwa ASN yang dapat de lngan mudah 

melngaksels layanan dan me lndapatkan relspon celpat dari DKK Badan Ke lpelgawaian 

Nelgara (BKN) melmiliki tingkat kelpuasan yang le lbih tinggi dibandingkan me lrelka yang 

harus melnghadapi be lrbagai hambatan dalam prose ls telrselbut. Hal ini me lnunjukkan 

bahwa kelmudahan aksels adalah salah satu faktor kunci dalam me lningkatkan kualitas 

layanan dan kelpuasan pelngguna di DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN). 

Pelnggunaan belrbagai kanal komunikasi juga me lncelrminkan upaya DKK Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) dalam melngikuti pelrkelmbangan telknologi dan kelbutuhan 

pelngguna. Dalam e lra digital ini, pe lnggunaan platform se lpelrti WhatsApp dan e lmail 

tidak hanya melmpelrmudah aksels teltapi juga me lmbelrikan flelksibilitas bagi ASN untuk 

belrkomunikasi selsuai delngan prelfelre lnsi melrelka. Hal ini seljalan delngan te lori pellayanan 

publik modelrn yang me lnelkankan pelntingnya adaptabilitas dan re lsponsivitas dalam 

melnye ldiakan layanan yang be lrkualitas. 

 

Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi 

1) ELvaluasi elfelktivitas siste lm informasi yang digunakan dalam me lndukung pelngellolaan 

status dan kelpelgawaian ASN 

Aplikasi SI ASN te llah digunakan de lngan baik dan sangat melmbantu dalam 

melngellola dokume ln selcara onlinel, melngurangi kelbutuhan untuk pelngiriman belrkas 

fisik. Pelnggunaan te lknologi ini te llah melningkatkan elfisielnsi pe llayanan selcara 

signifikan. Melnurut te lori sistelm informasi manaje lmeln, intelgrasi te lknologi dalam 

prosels administrasi dapat me lningkatkan elfisielnsi dan melngurangi ke lsalahan (Jonels, 

2018). Pelnellitian ole lh Kurniawan (2020) me lnelmukan bahwa pelnggunaan siste lm 

informasi di instansi pe lmelrintah melngurangi waktu prose ls administrasi hingga 25%. 

Dalam DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), pelnggunaan aplikasi SI ASN 

melmungkinkan pelngellolaan status kelpelgawaian ASN dilakukan se lcara le lbih elfisieln. 

Hal ini selsuai delngan te lori sistelm informasi manajelmeln yang dikelmukakan ole lh Jonels 
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(2018), yang me lnyatakan bahwa inte lgrasi telknologi dalam prosels administrasi dapat 

melngurangi kelsalahan dan me lmpelrcelpat pelnyellelsaian tugas. Se lbagai contoh, 

Kurniawan (2020) me lnelmukan bahwa pelnggunaan siste lm informasi di instansi 

pelmelrintah dapat me lngurangi waktu prosels administrasi hingga 25%. ELfelktivitas 

aplikasi SI ASN juga dapat dilihat dari pe lningkatan elfisielnsi dalam pe lngellolaan 

dokumeln. Delngan be lrkurangnya kelbutuhan untuk pelngiriman belrkas fisik, prosels 

administrasi melnjadi le lbih celpat dan le lbih mudah dilacak. Se llain itu, digitalisasi 

dokumeln melmungkinkan pe lgawai DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) untuk 

melngaksels informasi se lcara relal-timel, yang me lningkatkan relsponsivitas dan akurasi 

dalam pelnyelle lsaian kasus ASN. 

Namun, elfelktivitas siste lm informasi tidak hanya be lrgantung pada te lknologi itu 

selndiri, teltapi juga pada bagaimana te lknologi telrselbut diimple lmelntasikan dan 

digunakan olelh pelgawai. Dalam hal ini, pe lnting untuk melmastikan bahwa se lmua 

pelgawai yang te lrlibat dalam prosels administrasi me lmiliki pelmahaman yang baik 

telntang cara me lnggunakan aplikasi SI ASN. Pe lnellitian olelh Prase ltyo (2021) 

melnunjukkan bahwa 60% pelgawai melrasa bahwa pellatihan tambahan dipe lrlukan untuk 

melmaksimalkan pelnggunaan telknologi dalam pellayanan. 

2) Pelnilaian telrhadap pelnggunaan telknologi untuk me lningkatkan elfelsie lnsi dan kualitas 

pellayanan 

Pelnggunaan te lknologi selpelrti aplikasi SI ASN te llah melngurangi ke lsalahan dan 

melmpelrcelpat prosels administrasi. Namun, masih ada be lbelrapa layanan yang be llum 

telrdigitalisasi se lpelnuhnya dan me lmelrlukan pelningkatan lelbih lanjut. Te lori adopsi 

telknologi melnyatakan bahwa pe lnelrapan telknologi baru harus diikuti delngan pellatihan 

dan pelningkatan infrastruktur (Davis, 2019). Pe lnellitian olelh Prase ltyo (2021) 

melnunjukkan bahwa 60% pelgawai melrasa bahwa pellatihan tambahan dipe lrlukan untuk 

melmaksimalkan pelnggunaan telknologi dalam pellayanan. Pelne lrapan te lknologi dalam 

pellayanan publik, se lpelrti aplikasi SI ASN, te llah melmbawa banyak manfaat, te lrmasuk 

pelngurangan kelsalahan dan pe lrcelpatan prosels administrasi. Telori adopsi te lknologi 

yang dikelmukakan ole lh Davis (2019) me lnyatakan bahwa untuk me lmaksimalkan 

manfaat telknologi, dipe lrlukan pellatihan yang me lmadai dan pelningkatan infrastruktur. 

Dalam kontelks DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), melskipun pe lnggunaan 

aplikasi SI ASN te llah melmbawa pelningkatan signifikan dalam e lfisielnsi, masih ada 

belbelrapa layanan yang be llum telrdigitalisasi selpelnuhnya. 
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Selbagai contoh, belbelrapa layanan yang masih dilakukan se lcara manual se lring 

kali melnghadapi masalah ke ltelrlambatan dan kelsalahan dalam prose ls administrasi. 

Pelnellitian olelh Prase ltyo (2021) melnelgaskan pelntingnya pellatihan tambahan bagi 

pelgawai untuk me lmastikan bahwa melrelka dapat me lmanfaatkan te lknologi delngan 

maksimal. Delngan pellatihan yang te lpat, pelgawai dapat lelbih melmahami fitur-fitur 

aplikasi SI ASN dan bagaimana melnggunakannya se lcara elfelktif dalam pe lkelrjaan 

selhari-hari. 

Sellain pellatihan, pe lningkatan infrastruktur juga pe lnting untuk me lndukung 

adopsi telknologi. Infrastruktur yang me lmadai me lmastikan bahwa te lknologi dapat 

digunakan selcara optimal dan tanpa hambatan. Misalnya, kone lktivitas inte lrnelt yang 

stabil dan pelrangkat kelras yang me lmadai sangat pelnting untuk melndukung pelnggunaan 

aplikasi SI ASN. Dalam hal ini, DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) pelrlu 

melmastikan bahwa se lmua aspelk telknis tellah dipe lnuhi untuk melmaksimalkan manfaat 

dari telknologi yang digunakan. Namun, tidak se lmua pelgawai mungkin me lmiliki sikap 

yang sama te lrhadap adopsi te lknologi baru. Melnurut telori difusi inovasi yang 

dikelmukakan olelh Rogelrs (2003), adopsi telknologi dalam organisasi dapat dipe lngaruhi 

olelh belrbagai faktor, te lrmasuk pelrselpsi pelgawai telrhadap manfaat te lknologi, kelsiapan 

organisasi, dan dukungan dari manaje lmeln. Dalam konte lks DKK Badan Kelpelgawaian 

Nelgara (BKN), pelnting untuk melmahami faktor-faktor ini dan me lngatasi hambatan 

yang mungkin muncul dalam prose ls adopsi telknologi. 

 

Kompetensi dan Pelatihan Pegawai 

1) ELvaluasi tingkat kompe ltelnsi pelgawai dalam me lngellolah kasus-kasus komple lks telrkait 

ASN 

Kompeltelnsi pelgawai di Direlktorat Status Keldudukan Ke lpelgawaian (SKK) 

Badan Kelpelgawaian Ne lgara (BKN) me lnunjukkan pelrforma yang cukup baik dalam 

melngellola kasus-kasus komplelks telrkait Aparatur Sipil Ne lgara (ASN). E Lvaluasi ini 

didasarkan pada pe lngamatan langsung dan wawancara de lngan pelgawai di Direlktorat 

Status Keldudukan Kelpe lgawaian (SKK). Belbelrapa faktor yang melndukung kompe ltelnsi 

telrselbut melliputi pe llatihan rutin dan pelmbaruan pelngeltahuan telrkait aturan dan 

proseldur kelpelgawaian. Pellatihan rutin me lmainkan pelran pelnting dalam me lmastikan 

bahwa pelgawai me lmiliki keltelrampilan yang dipe lrlukan untuk melnangani be lrbagai 

kasus yang dihadapi. Ibu Arina me lnyatakan bahwa tingkat kapasitas dan kompe ltelnsi 

pelgawai sangat baik, te lrutama delngan adanya pellatihan khusus yang wajib diikuti ole lh 
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pelgawai untuk me llatih keltelrampilan telrkait pellayanan kelpada ASN atau studi kasus. 

Hal telrselbut melnunjukkan pelntingnya pe llatihan khusus dalam me lningkatkan 

keltelrampilan dan kompe ltelnsi pelgawai. 

Namun, me lskipun pellatihan rutin sudah dilakukan, ada ke lbutuhan untuk 

melningkatkan frelkuelnsi pellatihan telrselbut. Hal ini didukung ole lh pelrnyataan Bapak 

Deldi Santoso yang me lngakui bahwa kompe ltelnsi pelgawai di Direlktorat Status 

Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) cukup baik de lngan pellatihan dan pe lmbaruan 

pelngeltahuan yang rutin dilakukan, te ltapi masih ada ruang untuk pelningkatan, te lrutama 

dalam hal pelnggunaan te lknologi telrbaru. Pelmanfaatan telknologi yang le lbih canggih 

akan melmbantu pelgawai dalam melnyelle lsaikan tugas-tugas melrelka delngan lelbih elfisieln 

dan elfelktif. Pelnilaian te lrhadap pelnggunaan te lknologi di Direlktorat Status Keldudukan 

Kelpelgawaian (SKK) me lnunjukkan bahwa aplikasi SI ASN te llah melmbantu 

melngurangi kelsalahan dan me lmpelrcelpat prosels administrasi. Namun, pe lnellitian olelh 

Praseltyo (2021) me lnunjukkan bahwa 60% pelgawai melrasa bahwa pe llatihan tambahan 

dipelrlukan untuk me lmaksimalkan pelnggunaan te lknologi dalam pellayanan. Delngan 

delmikian, pelningkatan pellatihan dalam pelnggunaan telknologi telrbaru me lrupakan 

kelbutuhan melnde lsak untuk melmastikan bahwa pelgawai dapat me lmbelrikan pellayanan 

yang optimal. 

Sellain itu, ke lrjasama tim juga me lnjadi faktor pelnting dalam me lnjaga 

kompeltelnsi pelgawai. Ibu Arista me lnambahkan bahwa kapasitas kompe ltelnsi pelgawai 

Status Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) cukup me lmadai dan seltiap kelkurangan yang 

ada sellalu diatasi delngan baik antar tim. Hal ini melnunjukkan bahwa kelmampuan untuk 

melnangani kelkurangan se lcara elfelktif adalah kunci dalam me lnjaga tingkat kompe ltelnsi 

yang tinggi di antara pe lgawai. Delngan delmikian, melskipun tingkat kompe ltelnsi 

pelgawai di Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) cukup baik, pe lningkatan 

frelkue lnsi pellatihan dan pe lmanfaatan te lknologi telrbaru akan me lmbantu dalam 

melngellola kasus-kasus komplelks telrkait ASN de lngan lelbih e lfelktif. Dukungan yang 

kontinu dalam belntuk pellatihan dan konsultasi akan me lmastikan bahwa pe lgawai sellalu 

siap melnghadapi tantangan yang ada. 

2) Analisis kelbutuhan pellatihan untuk melningkatkan keltelrampilan pelgawai dalam 

pellayanan administrative l 

Pellatihan yang diadakan se lcara belrkala sangat melmbantu dalam melningkatkan 

keltelrampilan pelgawai di Direlktorat Status Keldudukan Kelpe lgawaian (SKK). Namun, 

analisis melnunjukkan bahwa masih ada kelbutuhan untuk pellatihan lanjutan yang le lbih 
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selring untuk melmastikan pelgawai sellalu updatel delngan telknologi telrbaru dan relgulasi 

yang selring belrubah. Pellatihan yang elfelktif tidak hanya me lningkatkan keltelrampilan 

telknis, teltapi juga me lningkatkan kelmampuan pelgawai dalam melmbelrikan pellayanan 

yang belrkualitas. Me lnurut Ibu Rifka Anisa, pe lgawai telrkadang dibe lrikan pellatihan 

lanjutan olelh nelgara yang sangat me lmbantu dalam ke lmajuan kompe ltelnsi melrelka. Ini 

melnunjukkan bahwa pellatihan lanjutan yang dise ldiakan olelh ne lgara me lmainkan pelran 

pelnting dalam me lningkatkan kompeltelnsi pelgawai. Namun, frelkuelnsi pellatihan telrselbut 

pelrlu ditingkatkan untuk me lmbelrikan dampak yang le lbih signifikan. 

Pelnggunaan te lknologi selpelrti aplikasi SI ASN te llah melmbawa banyak manfaat, 

telrmasuk pelngurangan ke lsalahan dan pelrcelpatan prosels administrasi. Te lori adopsi 

telknologi yang dike lmukakan olelh Davis (2019) me lnyatakan bahwa untuk 

melmaksimalkan manfaat te lknologi dipelrlukan pellatihan yang me lmadai dan 

pelningkatan infrastruktur. Dalam konte lks Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian 

(SKK), melskipun pelnggunaan aplikasi SI ASN tellah melmbawa pelningkatan signifikan 

dalam elfisielnsi, masih ada belbelrapa layanan yang bellum telrdigitalisasi se lpe lnuhnya dan 

melmelrlukan pe lningkatan le lbih lanjut. 

Pellatihan tambahan juga dipe lrlukan untuk me lmastikan bahwa pelgawai dapat 

melmanfaatkan te lknologi delngan maksimal. Pe lnellitian olelh Prase ltyo (2021) 

melnunjukkan bahwa 60% pelgawai melrasa bahwa pellatihan tambahan dipe lrlukan untuk 

melmaksimalkan pelnggunaan telknologi dalam pellayanan. Delngan pellatihan yang te lpat, 

pelgawai dapat le lbih melmahami fitur-fitur aplikasi SI ASN dan bagaimana 

melnggunakannya se lcara elfelktif dalam pe lkelrjaan selhari-hari Se llain pellatihan, 

pelningkatan infrastruktur juga pe lnting untuk me lndukung adopsi te lknologi. 

Infrastruktur yang melmadai melmastikan bahwa te lknologi dapat digunakan se lcara 

optimal dan tanpa hambatan. Misalnya, kone lktivitas intelrnelt yang stabil dan pe lrangkat 

kelras yang melmadai sangat pe lnting untuk me lndukung pelnggunaan aplikasi SI ASN. 

Dalam hal ini, Dire lktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian (SKK) pe lrlu melmastikan 

bahwa selmua aspelk telknis tellah dipe lnuhi untuk melmaksimalkan manfaat dari te lknologi 

yang digunakan. 

Namun, tidak se lmua pelgawai mungkin me lmiliki sikap yang sama te lrhadap 

adopsi telknologi baru. Me lnurut telori difusi inovasi yang dike lmukakan ole lh Rogelrs 

(2003), adopsi te lknologi dalam organisasi dapat dipe lngaruhi olelh belrbagai faktor, 

telrmasuk pelrselpsi pelgawai telrhadap manfaat te lknologi, kelsiapan organisasi, dan 

dukungan dari manaje lme ln. Dalam kontelks Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian 
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(SKK), pelnting untuk me lmahami faktor-faktor ini dan melngatasi hambatan yang 

mungkin muncul dalam prosels adopsi te lknologi. Delngan delmikian, analisis 

melnunjukkan bahwa pe llatihan belrkala dan pe llatihan lanjutan sangat pe lnting untuk 

melningkatkan keltelrampilan pelgawai dalam pellayanan administratif. De lngan dukungan 

pellatihan yang me lmadai dan pe lningkatan infrastruktur, Direlktorat Status Keldudukan 

Kelpelgawaian (SKK) dapat melmastikan bahwa pelgawai sellalu siap me lmbelrikan 

pellayanan yang optimal dan se lsuai delngan pelrkelmbangan telknologi dan relgulasi 

telrbaru. 

 

Pengelolaan Keluhan dan Keterlambatan 

1) Studi telntang pelngellolaan kelluhan yang diajukan ole lh ASN telrkait keltelrlambatan atau 

masalah pellayanan lainnya 

Pelnge llolaan kelluhan yang diajukan ole lh ASN telrkait keltelrlambatan atau 

masalah pellayanan lainnya di Dire lktorat Status Keldudukan Ke lpelgawaian Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN) tellah melnunjukkan kine lrja yang cukup baik. Ke lluhan-

kelluhan ini umumnya dike llola mellalui melkanismel formal yang mellibatkan idelntifikasi 

masalah, analisis akar pelnyelbab, dan imple lmelntasi tindakan pelrbaikan. Namun, masih 

ada belbelrapa ke lndala yang selring dihadapi dalam prose ls ini, salah satunya adalah 

keltidaklelngkapan belrkas dari instansi pelngusul. Pelnyelbab utama keltelrlambatan dalam 

pellayanan adalah ke ltidaklelngkapan belrkas yang diajukan ole lh instansi pe lngusul. Hal 

ini melngakibatkan belrkas harus dike lmbalikan untuk dilelngkapi, se lhingga 

melmpelrpanjang waktu prosels pellayanan. Ke ltika belrkas sudah le lngkap, prosels 

pellayanan dapat dise llelsaikan delngan celpat dan elfisieln.  

Pelnge llolaan kelluhan yang elfelktif sangat pe lnting untuk melnjaga kelpelrcayaan 

dan kelpuasan ASN. Kelluhan yang ditangani de lngan baik dapat me lningkatkan citra 

institusi dan melmpelrkuat hubungan antara Dire lktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian 

(SKK) dan ASN. Ole lh karelna itu, pelrlu adanya siste lm yang lelbih baik dalam 

melnangani dan me lmprosels kelluhan, telrmasuk pelningkatan komunikasi de lngan instansi 

pelngusul untuk melmastikan kellelngkapan belrkas selbellum diajukan. 

2. Analisis relspond dan tindakan pelrbaikan yang diambil te lrhadap kelluhan telrselbut 

Tindakan pelrbaikan dilakukan delngan selgelra seltellah me lnelrima kelluhan, 

telrutama keltika be lrkas sudah lelngkap. Relspon celpat ini sangat pe lnting untuk me lnjaga 

kelpelrcayaan dan ke lpuasan ASN. Dalam situasi di mana be lrkas le lngkap, prosels 

pelnye llelsaian dapat be lrjalan lelbih celpat, selhingga melngurangi waktu tunggu dan 
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melningkatkan elfisielnsi pellayanan. Tindakan pe lrbaikan yang diambil biasanya 

mellibatkan elvaluasi kelmbali proseldur intelrnal dan pelnguatan koordinasi de lngan 

instansi pelngusul. Upaya ini be lrtujuan untuk melngidelntifikasi dan melngatasi hambatan 

yang melngakibatkan keltelrlambatan pellayanan. Imple lmelntasi telknologi dan siste lm 

informasi juga be lrpelran pelnting dalam me lmpelrcelpat relspon telrhadap ke lluhan dan 

melningkatkan elfisielnsi prosels. 

ELvaluasi telrhadap e lfelktivitas tindakan pe lrbaikan dilakukan selcara belrkala untuk 

melmastikan bahwa tindakan yang diambil te llah melmbelrikan dampak positif telrhadap 

prosels pellayanan. E Lvaluasi ini melncakup pelnilaian telrhadap waktu pelnye llelsaian 

kelluhan, kelpuasan ASN, dan e lfisielnsi prose ldur intelrnal. Belrdasarkan hasil e lvaluasi, 

langkah-langkah pe lrbaikan lelbih lanjut dapat diide lntifikasi dan diimple lmelntasikan 

untuk telrus melningkatkan kualitas pellayanan. Te lori difusi inovasi yang dike lmukakan 

olelh Rogelrs (2003) me lnyatakan bahwa adopsi te lknologi dalam organisasi dapat 

dipelngaruhi olelh pelrselpsi pelgawai telrhadap manfaat te lknologi, kelsiapan organisasi, 

dan dukungan dari manaje lmeln. Pelnggunaan te lknologi untuk me lningkatkan 

pelngellolaan kelluhan dan me lmpelrcelpat relspon telrhadap kelluhan ASN sangat rellelvan. 

Dukungan manaje lmeln dan kelsiapan organisasi dalam me lngadopsi te lknologi baru 

melnjadi faktor kunci dalam me lningkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas pe lngellolaan 

kelluhan.  

Pelnellitian yang me lndukung telmuan ini antara lain pe lnellitian yang dilakukan 

olelh Bahri (2018) yang me lnelmukan bahwa kelpelmimpinan dan motivasi be lrpelngaruh 

signifikan telrhadap kelpuasan kelrja dan kinelrja pelgawai. Sellain itu, pelnellitian Delwi dan 

Nur (2012) juga me lnunjukkan bahwa disiplin ke lrja melmiliki pelngaruh positif te lrhadap 

produktivitas pelgawai. Selbaliknya, pelne llitian yang dilakukan ole lh Hanaysha (2016) 

melnunjukkan bahwa e lmpowelrmelnt dan te lam work melmiliki pelran yang le lbih belsar 

dalam melningkatkan produktivitas pe lgawai dibandingkan de lngan pellatihan formal. 

Pelnellitian ini melnyoroti pelntingnya pelndelkatan holistik yang me llibatkan be lrbagai 

aspelk dalam melningkatkan kinelrja pelgawai. 

 

Tingkat Kepuasan Pengguna 

1) Survely atau pelnilaian ke lpuasan ASN telrhadap pellayanan yang dite lrima dari DKK 

Badan Kelpelgawaian Ne lgara (BKN) 

Surveli me lnunjukkan bahwa tingkat ke lpuasan ASN te lrhadap pe llayanan DKK 

Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) cukup tinggi. Keljellasan informasi dan kelmudahan 
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aksels adalah faktor utama yang me lndukung kelpuasan pelngguna. Telmuan ini seljalan 

delngan pelnellitian te lrdahulu yang me lnunjukkan bahwa kelpuasan pe lngguna layanan 

publik sangat dipelngaruhi olelh kualitas informasi dan akselsibilitas layanan (Hasibuan, 

2012; Hardiansyah, 2011). Pelnellitian olelh Hardiansyah (2011) me lnelkankan pelntingnya 

kualitas pellayanan publik yang be lrfokus pada ke lbutuhan dan elkspelktasi pelngguna. 

Dalam kontelks pellayanan di DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), keljellasan 

informasi dan ke lmudahan aksels melnjadi indikator utama yang me lnunjukkan bahwa 

layanan yang dibe lrikan tellah melmelnuhi standar kualitas yang diharapkan ole lh ASN. 

ELvaluasi tahunan yang dilakukan juga me lnunjukkan treln kelpuasan yang tinggi, 

melngindikasikan konsiste lnsi dalam melnjaga kualitas pellayanan. 

2) Idelntifikasi faktor-faktor yang melmelngaruhi tingkat ke lpuasan ASN telrhadap pellayanan 

telrselbut 

Faktor-faktor yang melmelngaruhi kelpuasan ASN te lrmasuk keljellasan informasi, 

kelmudahan aksels, dan elfisielnsi prosels pellayanan. Pelnggunaan te lknologi selpelrti 

aplikasi SI ASN juga be lrkontribusi signifikan te lrhadap kelpuasan pelngguna. Pe lnellitian 

olelh Bahri (2018) me lnunjukkan bahwa te lknologi dapat melningkatkan elfisielnsi dan 

elfelktivitas layanan, yang pada gilirannya me lningkatkan kelpuasan pelngguna. Dalam 

pellayanan DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), aplikasi SI ASN me lmudahkan 

ASN untuk melngaksels informasi dan layanan de lngan lelbih celpat dan mudah. Hal ini 

didukung olelh pelrnyataan dari belbelrapa ASN yang me lngungkapkan bahwa ke lcelpatan 

dan keljellasan informasi, selrta relsponsivitas te lrhadap kelluhan, melrupakan faktor utama 

yang melmelngaruhi tingkat ke lpuasan melrelka.  

Telori telntang ke lpuasan pelngguna dan kualitas pe llayanan publik te llah dibahas 

selcara melndalam. Telori yang dike lmukakan ole lh Parasuraman, Zelithaml, dan Be lrry 

(1988) telntang dime lnsi kualitas pellayanan (SE LRVQUAL) rellelvan dalam konte lks 

pelnellitian ini. Dime lnsi-dimelnsi telrselbut melliputi tangibility, re lliability, 

relsponsivelnelss, assurancel, dan elmpathy, yang se lmuanya melmelngaruhi pe lrselpsi 

pelngguna telrhadap kualitas layanan. Pelnellitian selbellumnya selpelrti yang dilakukan ole lh 

Hardiansyah (2011) dan Bahri (2018) juga me lndukung telmuan pelnellitian ini. Me lrelka 

melnelkankan bahwa kualitas pe llayanan yang baik, yang me lliputi keljellasan informasi, 

kelmudahan aksels, dan elfisielnsi prosels, dapat melningkatkan kelpuasan pe lngguna. 

Dalam kontelks pellayanan di DKK Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN), pelnggunaan 

telknologi dan re lsponsivitas te lrhadap kelluhan ASN juga me lnjadi faktor pe lnting yang 

melmelngaruhi ke lpuasan. 
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7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil pe lnellitian yang te llah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas pelgawai dalam pe llayanan pelrmasalahan kinelrja ASN di Direlktorat Status 

Keldudukan Kelpe lgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) dipelngaruhi ole lh belbe lrapa 

faktor utama. Pelrtama, kellelngkapan belrkas yang diajukan ole lh instansi pe lngusul sangat 

melmpelngaruhi ke lcelpatan prosels pellayanan. Keltika belrkas lelngkap, prose ls dapat belrjalan celpat 

dan elfisieln. Namun, keltidaklelngkapan belrkas selringkali melnjadi pelnyelbab keltelrlambatan 

pellayanan. Keldua, pelnggunaan te lknologi, selpelrti aplikasi SI ASN, sangat me lmbantu dalam 

melningkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas pellayanan. Telknologi ini melmungkinkan ASN untuk 

melngaksels informasi dan layanan de lngan lelbih celpat dan mudah, yang pada gilirannya 

melningkatkan kelpuasan pe lngguna. Keltiga, relsponsivitas pelgawai dalam me lmbelrikan 

informasi dan melnangani ke lluhan juga melnjadi faktor pelnting yang me lmpelngaruhi tingkat 

kelpuasan ASN. Pe lgawai yang relsponsif dan me lmbelrikan informasi yang je llas selrta lelngkap 

sangat dihargai olelh ASN, yang me lrasa telrbantu dalam melmahami proseldur dan me lndapatkan 

pellayanan yang celpat dan e lfisieln. Selcara kelselluruhan, kualitas layanan di Dire lktorat Status 

Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) dapat dikate lgorikan sangat baik, 

didukung ole lh keljellasan informasi, ke lmudahan akse ls mellalui belrbagai saluran komunikasi, 

dan relsponsivitas pelgawai dalam melnangani kelluhan. 

 

Rekomendasi 

Direlktorat Status Keldudukan Kelpe lgawaian Badan Kelpelgawaian Ne lgara (BKN) 

disarankan untuk lelbih proaktif dalam me lmbelrikan panduan yang je llas dan rinci ke lpada 

instansi pelngusul melngelnai kellelngkapan belrkas yang dipe lrlukan. Hal ini dapat dilakukan 

mellalui pellatihan atau workshop yang rutin diadakan untuk me lmastikan se lmua pihak 

melmahami pelrsyaratan yang harus dipe lnuhi. Pelnggunaan te lknologi selpelrti aplikasi SI ASN 

harus telrus dioptimalkan. Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian 

Nelgara (BKN) dapat me lngelmbangkan fitur-fitur baru yang le lbih melmudahkan ASN dalam 

melngaksels layanan dan informasi. Se llain itu, pelningkatan infrastruktur IT juga dipe lrlukan 

untuk melndukung aplikasi ini agar dapat be lrjalan le lbih lancar dan tanpa hambatan te lknis. 

Pelgawai di Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) 

pelrlu telrus dilatih untuk me lningkatkan relsponsivitas dan ke ltelrampilan dalam me lmbelrikan 

informasi. Pellatihan belrkala melngelnai pellayanan prima dan komunikasi e lfelktif dapat 
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melmbantu pelgawai dalam me lmbelrikan layanan yang le lbih baik dan melningkatkan ke lpuasan 

ASN.  

Disarankan untuk dilakukan pelnellitian lanjutan yang le lbih melndalam melngelnai faktor-

faktor lain yang mungkin me lmpelngaruhi produktivitas pelgawai dan kelpuasan ASN. Pelnellitian 

ini dapat melncakup aspelk-aspelk selpelrti budaya organisasi, motivasi pe lgawai, dan faktor-faktor 

elkstelrnal yang mungkin belrpelngaruh. Hasil telmuan dari pelnellitian ini pelrlu diimplelmelntasikan 

dalam kelbijakan dan proseldur di Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian Badan 

Kelpelgawaian Nelgara (BKN). Langkah-langkah konkre lt harus diambil untuk me lmastikan 

bahwa relkomelndasi ini dapat dite lrapkan delngan baik dan me lmbelrikan dampak positif te lrhadap 

produktivitas pelgawai dan ke lpuasan ASN. Delngan me lngikuti relkomelndasi ini, diharapkan 

Direlktorat Status Keldudukan Kelpelgawaian Badan Kelpelgawaian Nelgara (BKN) dapat telrus 

melningkatkan kualitas pellayanannya dan me lmelnuhi elkspelktasi para ASN yang dilayaninya. 
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